
 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 7/6/PBI/2005 

TENTANG 

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN  

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH  

GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 

Menimbang   : 
 

a. bahwa transparansi informasi mengenai  produk bank 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan good 

governance pada industri perbankan dan memberdayakan 

nasabah;  

b. bahwa transparansi informasi mengenai produk bank 

sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada 

nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada 

produk bank; 

c. bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi 

yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk 

meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi 

nasabah dalam berhubungan dengan bank; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur 

transparansi informasi produk bank dan penggunaan data 

pribadi nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; 

Mengingat   : 
 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

 
Indonesia ..... 
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Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan     : 
 

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG 

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN 

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH  

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal    1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana  

dimaksud ….. 
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dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

termasuk kantor cabang bank asing. 

2. Kantor Bank adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor 

cabang. 

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang 

tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan 

transaksi keuangan (walk-in customer). 

4. Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan 

atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai 

agen pemasaran. 

5. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Bank, termasuk namun tidak terbatas 

pada pihak-pihak yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank. 

6. Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah 

kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank. 

Pasal 2 

(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan 

penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

(2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan 

penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang 

meliputi:  

a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan 

b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah; 

 

(3) Kebijakan ..... 
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(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

diberlakukan di seluruh Kantor Bank. 

Pasal 3 

Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur  

transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi 

Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

BAB II 

TRANSPARANSI INFORMASI  

PRODUK BANK 

Pasal 4 

(1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara 

lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada 

Nasabah secara tertulis dan atau lisan.  

(3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan 

atau tidak etis (misconduct). 

Pasal 5 

(1) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Nama Produk Bank;  

b. Jenis Produk Bank;  

c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;      

 

 d.  Persyaratan ….. 
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d. Persyaratan dan tata cara  penggunaan Produk Bank;    

e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank; 

f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; 

g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan 

h. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank; 

(2) Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib 

memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk 

Bank tersebut.  

Pasal 6 

(1) Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, 

penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan 

kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan 

atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. 

Pasal 7 

Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai 

karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau 

tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  

Pasal 8 

(1) Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang 

dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.  

(2)  Penyediaan ….. 
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(2) Penyediaan layanan informasi mengenai Produk Bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7. 

BAB III 

TRANSPARANSI PENGGUNAAN  

DATA PRIBADI NASABAH 

Pasal 9 

(1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan 

memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak 

Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan 

perundang-undangan  lain yang berlaku. 

(2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian 

dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain. 

Pasal 10 

(1) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat 

dilakukan oleh Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi 

yang berkaitan dengan Produk Bank. 

(2) Persetujuan Nasabah terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir 

khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut.  

 

 

 Pasal 11 ….. 
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Pasal 11 

Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok 

orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Bank wajib 

memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan tertulis dari 

seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data 

pribadinya. 

BAB IV 

SANKSI 

Pasal 12 

(1) Bank yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan 

Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.  

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan 

dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 13 

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit 

Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan 

Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. 

 

 
Pasal 14 ….. 
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Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam 

Surat Edaran Bank Indonesia. 

Pasal 15 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 

ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
     Pada tanggal 20 Januari 2005    
        
 
     GUBERNUR BANK INDONESIA 

 
 
 
 
 
   BURHANUDDIN ABDULLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 16 
 
DPNP/DPbS/DPBPR 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 7/6/PBI/2005 

TENTANG 

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN  

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH 

UMUM 

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek 

informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut.  Hal 

ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank 

yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko 

maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank.  Oleh karena itu, 

tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan 

karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang 

ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak 

terpenuhi.   Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai 

produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan 

usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya 

transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good 

governance di sektor perbankan.   

Selain aspek transparansi informasi mengenai produk bank yang masih 

kurang memadai, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi 

oleh bank kepada pihak lain di luar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa  

 

 izin ..... 
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izin nasabah. Oleh karena itu, transparansi penggunaan data pribadi nasabah 

perlu dilakukan agar hak-hak nasabah tetap terlindungi. 

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka transparansi informasi 

mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga 

perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna 

jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1  

Cukup jelas 

Pasal 2  

ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas  

Pasal 4 

ayat (1) 

Informasi tertulis antara lain dalam  bentuk leaflet, brosur, atau  

 
bentuk ….. 
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bentuk  tertulis lainnya. 

ayat (2) 

Informasi secara lisan kepada Nasabah dapat dilakukan dengan 

menjelaskan ringkasan karakteristik Produk Bank, dengan tetap 

memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan. 

ayat (3) 

Bank memberikan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya 

mengenai Produk Bank yang akan dimanfaatkan Nasabah dengan 

memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum.  

Pemberian informasi dianggap menyesatkan (mislead) apabila Bank 

memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya 

menyebutkan produk reksadana sebagai deposito.  

Pemberian informasi dianggap tidak etis (misconduct) antara lain 

apabila memberikan penilaian negatif terhadap Produk Bank lain.  

Pasal 5 

ayat (1)  

huruf a 

Cukup jelas 

huruf b 

Jenis Produk Bank mengacu kepada kegiatan usaha Bank 

sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku seperti giro, tabungan, deposito, dan 

kredit/pembiayaan. 

huruf c 

Bank menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang dapat 

diperoleh Nasabah dari suatu Produk Bank dan potensi risiko  

 
yang ….. 
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yang dihadapi oleh Nasabah dalam masa penggunaan Produk 

Bank.   

huruf d 

Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank mencakup 

antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme dan 

prosedur transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank.  

huruf e 

Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank antara lain biaya 

administrasi, provisi, atau penalti. 

huruf f 

Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara 

konvensional, informasi yang disampaikan mencakup metode 

perhitungan bunga untuk Produk Bank baik untuk Produk 

Bank yang terkait dengan penghimpunan maupun penyaluran 

dana. 

Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, informasi yang disampaikan mencakup 

metode perhitungan bagi hasil untuk Produk Bank yang 

berupa penghimpunan dana, dan metode perhitungan margin 

keuntungan serta perhitungan bagi hasil untuk Produk Bank 

yang berupa penyaluran dana. 

huruf g 

Informasi mengenai jangka waktu mencakup perpanjangan 

dan penghentian jangka waktu dan atau manfaat Produk Bank 

sebelum jatuh tempo.  

 

 

 huruf h ..... 
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huruf h 

Informasi mengenai penerbit Produk Bank antara lain 

mencakup keterangan mengenai siapa penerbitnya (Bank atau 

lembaga keuangan bukan bank), hubungan hukum antara 

penerbit dengan Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban 

masing-masing pihak.  

ayat (2) 

Informasi mengenai program penjaminan antara lain mengenai 

kejelasan apakah Produk Bank tersebut termasuk dalam program 

penjaminan. 

Pasal 6 

ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Untuk Produk Bank tertentu yang frekuensi perubahan 

karakteristiknya relatif tinggi, seperti perubahan suku bunga 

tabungan, pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengumuman di 

Kantor Bank dan atau media lain yang mudah diakses oleh Nasabah. 

Pasal 7 

Penempatan tulisan, bentuk huruf, dan warna tulisan dalam penjelasan 

karakteristik Produk Bank disajikan secara proporsional dan wajar sehingga 

mudah dibaca.    

Kalimat yang digunakan dalam menjelaskan Produk Bank disajikan secara 

singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti. 

 

 
Pasal 8 ….. 
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Pasal 8 

ayat (1) 

Layanan informasi dapat berupa publikasi tertulis di setiap Kantor 

Bank dan atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang 

disediakan melalui hotline service / call center  atau website. 

ayat (2) 

Cukup jelas  

Pasal 9 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan tujuan komersial adalah pengunaan Data 

Pribadi Nasabah oleh Pihak Lain untuk memperoleh keuntungan. 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya di bidang 

informasi debitur. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 10 

ayat (1) 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Klausula permintaan persetujuan bersifat opt-in, yaitu Bank dilarang  

melakukan hal-hal yang menjadi tujuan pencantuman klausula 

tersebut, sebelum Nasabah memberikan persetujuan. 

Pasal 11 

Cukup jelas 

 Pasal 12 ….. 
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Pasal 12  

ayat (1)  

Cukup jelas 

ayat (2) 

Perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank 

dilakukan pada aspek manajemen.  

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

 

Pasal 15 

Cukup jelas 
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